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PENDAHULUAN

1.1 LatarBelakang

Tanah merupakan faktor penting dalam kehidupan masyarakat
Indonesia,terlebindilingkungan ~ masyarakathukum adat Kabupaten Ngadayang
sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup dan penghidupannya dari
tanah. Tanah adalah salah satu modal utama, baik sebagai wadah pelaksanaan
kehidupan masyarakat itu sendiri maupun sebagai faktor produksi untuk
menghasilkan komoditi-komoditi perdagangan yang sangat diperlukan guna
meningkatkan pendapatan Daerah.

Di Kabupaten Ngadadalam kenyataannya masih diakuinya tanah ulayat oleh
para warga masyarakat hukumadat yang bersangkutan sebagaitanah warisannya,
sehingga dikenal adanya tanah warisan suku dantanah warisankeluargayang diatur
menurut adat yang berlaku pada tiap Desa atau Kelurahan.Didalamhukumadat, antara
masyarakat hukumsebagai kesatuan dengan tanah yang didudukinya, terdapat
hubungan yang sangat eratsekali yaitu hubungan yang bersumber pada pandangan
yang bersifat religio-magis.Hal inilah yang menyebab masyarakat memperoleh hak
untuk menguasai tanah tersebut, memanfaatkan, memungut hasil dari tanaman yang

ada diatasnya,berburuhewan yang hidup disana dan lain-lain.



Pemilik tanah warisanyang diatur Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngada
Nomor 9 Tahun 2012 Pasal 6 point:*
a) Mori Sa'o kepala waris mewakili anggota sukumasing-masing Ana
Woesebagai pemilik tanah warisandalam suku
b) Perempuanpewaris harta warisan suku ( Sao dan Tanah )mewakili anggota
sukudalam garis keturunan ibu adalah pemilik tanah warisan suku.
Tanah warisantersebut merupakan hak Kkolektif(bersama) anggota
persekutuan hukumadat yangbersangkutandanbukan merupakanhak individu yang
dapat dimiliki seseorang atau keluarga, tetapimenjadihak masyarakat (hukum)

adat yangbersangkutan,untukmemenuhi segalakebutuhanhidupwarganya.>

Di Kelurahan Mangulewadalam hukum kekerabatannya menarik garis
keturunan secara matrilineal, kekhasan darimasyarakat adat Mangulewalainnya
adalah Mori Sa’o dan beragama tunggal,yaitu agamaKatolik. Mori Sa’oartinya
setiap suku memiliki kekayaan immateril, misalnya gelar kepemilikanyang biasa
disebut dengan gelar Mori/Kepala suku. Terhadap harta pusaka tinggi sukuini
kendali pengaturan dan pemeliharaannya dipegang perempuankepala waris.Salah
satu harta pusaka tinggi sukuadalah berupa tanah.Tanah bagi orang Mangulewa
begitu penting, terutama yang berkaitan dengan kepemilikannya oleh suku.

Di Mangulewatanahwarisandibagimenjadi tanahwarisan Pribadi (Mori

Sa’o) dan tanahwarisan Suku (Ana Woe). Tanah warisan
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pribadimerupakanhakmilikatas tanahwarisanbesertasumberdayaalamyang adadi
atasdandidalamnyamerupakanhakpenguasaanolehKepala Suku (Mori Sa o).

Selanjutnya‘tanahwarisansuku’diartikansebagaihakmilikatastanahbesertasu
mberdaya
alamyangadadiatasdandidalamnyamerupakanhakmiliksemuaanggotasukuyang
terdiri  dari (ana woe)yangpenguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh
kepalawaris.Tanah  warisansukuini  dimiliki  secarabersamadalam keturunan
matrilineal yang diwarisi secaraturun temurun dalam keadaan utuhyang tidak
terbagi-bagi.

Tanah warisansukuhanya bisadiwarisidari garisketurunan matrinelineal atau
perempuansecarakolektif (sistem pembagian yang didasarkan pada kesepakatan diantara
anak perempuan Yyang ada di dalam rumah adat) ,sedangkan laki-laki
dalamsukutersebuthanyaberhakmengaturdanmelaksanakansegalahalyang
berkenaandengankepentinganbersama,termasukdalammemeliharahartabendakekaya
an sukusertaharkatdanmartabatsuku. Tanahwarisansukutidakdapatdibagi-
bagikankepada orang-
peroranganyangmenjadianggotasukuuntukdimiliki,karenahartatersebutakantetapbera
dadalampenguasaansukusecarakomunal.

Sebagaibuktinyaadalahanggotasukutidak bias bertindaksecarapribadiuntuk
mengalihkantanahwarisansukutersebutkepadapihaklaintanpadenganpersetujuanselur

uh anggotasukunya.Anggotasukuhanyadapatmenikmatihasildaritanahwarisankaum,



Hal ini sesuaidenganpepatah‘Go tana fara bhodha ne go wae tua ana manu’ (Tanah
garapan harus ada upeti)
Hakanggotasukuuntukmengambilhasildaritanahwarisansukuyang
dikelolanya disebutdengan‘mori fara’,dalamistilah iniberartihanyahasil
pengelolaansajayangmenjadimilikanggotasuku,sedangkantanah
warisansukunyatetapmiliksuku.Pemakaiantanah warisansukusecara‘fara
uma’dapatterjadidalamjangkawaktuyanglamaatau bahkanselama-lamanya,
dananggotasukulain tidakmencampuripenguasaantersebut.‘fara uma’ dapat pula
terjadi secarabergiliranolehanggotasuku.Adanyasengketa pewarisandi
dalamsukusalahsatupenyebabnyaadalahkurangnyapengetahuandari anggota
sukutentang falsafah ‘po robha na’'u maru’ (cerita pagi dan malam secara lisan)
Anggota sukuyang menguasai tanah warisansukusecara ‘fara’(garapan)
berpandanganbahwatanahwarisansukutersebut telah
diserahkankepadanyauntukdimiliki,padahal  penguasaannyaituhanyauntukdikelola
danuntukdiambilhasilnya,yaitudalamarti kata‘kepemilikansemu’.
Bentukpersengketaanlainnyaadalah disebabkan karenaadanyapengalihan
hakterhadaptanahwarisankaum,baikdengantitlejualbeliataupundengangadai.Apabila
ditelaah prinsipyang dikandung oleh tanah warisankaum, bahwa tanah
warisankaumtidakdapatdilakukanpengalihanhak.Prinsipinisesuaidenganpepatahadat
‘dheko lega” kecualidalambatas-batastertentu yangtujuannyaadalahapabila di

dalam Sa’o tidak ada turunan perempuan.Namun demikian pengalihanhak



tersebutharuslah dengan kesepakatan seluruh anggotakaum, danbiasanyasengketa
terjadikarenapengalinanhakdilakukanolehseorang
ataubeberapaoranganggotakaumtanpaadanyakesepakatanseluruhanggotasuku.
Ketika persengketaan ini tidak terselesaiakan di  dalam suku, maka

berikutnyapermasalahan dimintapenyelesaiannyakepadamosalaki dan one woe
(yang dituakan dan anggota suku) dalam suku,apabilajugatidakterselesaikanmaka
akan dibawakepadal.embaga Pemangku
Adat(LPA)untukmembantumenyelesaikan.MenurutPasal
langkal5PerdaNgadaNo0.9Tahun2012,Lembaga Pemangku Adat(LPA)merupakan
LembagaPerwakilan Permusyawaratan dan PermufakatanAdattertinggidesa atau
kelurahan yang telah ada dan diwarisi secara turun-temurun sepanjang adat di
tengah-tengah masyarakat Mangulewadi Kabupaten Ngada.®

Salah satu tugasLembaga Pemangku Adat(LPA)adalah menyelesaikan
perkara-perkara perdata adat dan istiadat, termasuk salah satunya menyelesaikan
sengketa tanah warisan. DalamPasall2ayat(1)Perda
NgadaNo.9Tahun2012diuraikanbahwasengketa tanah
warisandiMangulewadiselesaikanolehLP Amenurutketentuansepanjangadat
yangberlaku,'Loka Tua Mata Api’ (Tempat perdamaian) dandiusahakandenganjalan
perdamaianmelalui musyawarah danmufakatdalam bentukkeputusan
perdamaian.Ketentuan pasalini

mengisyaratkanpenyelesaiansengketadiluarpengadilandenganproses nonlitigasi.

¥ pasal 1 ayat (5) Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Ngada



ApabiladitelaahketentuanPasal12ayat(1)PerdaNgadaNo.9 Tahun2012
tentang Lembaga Pemangku Adat (LPA)di atas,sebenarnyakeberadaanLembaga
Pemangku Adat(LPA)dalammenyelesaikansengketaadatdan
istiadatadalahuntukmelakukanmediasiadat,yangditujudari prosestersebutadalah
mendamaikankeduabelahpihakyangbersengketa.

Kemudian padaPasal 12ayat(2)PerdaNgada No.9Tahun 2012menguraikan
bahwa apabila keputusan perdamaian tidak diterima oleh pihak yang
bersengketa sebagaimanadimaksudpadaayat(1)maka pihak-
pihakyangbersengketadapatmengajukan perkaranyakepengadilannegeri.
Jikauraianayat (1) danayat (2) dariPasal12 Perda Ngada No.9Tahun 2012 dikaitkan
dengan prosespengambilan keputusan perdamaian oleh Lembaga Pemangku
Adat(LPA)sebagaimanatelahdiuraikandiatas, makauraianpadaayat (2) menjadi
tidaksejalan dengan uraian pada ayat(1l)PerdaNgadatersebut,karenaapabila
tercapainyaperdamaianmakakeduabelahpihakyangbersengketa tidakakanpernah
melanjutkanperkaranyakepengadilannegeri,sebab dengan
tercapainyaperdamaianmaka keduabelah pihakdibebani
untukmelaksanakanperdamaianyangtelahmerekasepakati.
Sebaliknya,apabilaperdamaiantidaktercapaimakapihakyangmerasadirugikanatasseng

ketatersebut dapatmengajukanperkaranya kepengadilannegeri.



Sengketa mengenai warisan berlokasi di Kelurahan
Mangulewa,KecamatanGolewa  Barat, Kabupaten = Ngada.Sengketatersebut
terjadidalamrumpun keluarga, antaraYohanes Sawu Dhena,sebagai
pihakPenggugatdanMaria  Mo’l  (nama  orang)dkksebagai  pihak  para
Tergugat. Adapunyangmenjadi objeksengketa adalah warisan dari Sao (rumah adat)
Lengi Jawa(nama rumah adat) dengan ukuran + 8 x 6 m2, yang terletak di RT.01,
RW.01 Kelurahan Mangulewa, Kecamatan Golewa Barat,sebidangtanahberupa
kebun yang terletak di lokasi Piro, Kelurahan Mangulewa, Kecamatan Golewa
Barat dengan ukuran seluas £+ 85 x 75m2, sebidangtanahberupa sawah yang
terletak di lokasi Pu’'u,Kelurahan Mangulewa, Kecamatan Golewa Barat dengan
ukuran seluas = 60 x 50m2, sebidangtanahberupa kebun yang terletak di lokasi
Wela Mengilo, Desa Turekisa, Kecamatan Golewa dengan ukuran seluas £ 70 x
60m2, sebidangtanahberupa kebun yang terletak di lokasi Ruju A, Desa Turekisa,
Kecamatan Golewa dengan ukuran seluas + 85 x 70m2.

Sebelumnya Sa’o (rumah adat), kebun dan sawah
merupakanwarisandariSa’o Lengi Jawa (nama rumah adat) dan didiami oleh
penggugat. Dan para tergugat berasal dari Sa’o (rumah adat) Waghe Nee Awe
(nama rumah adat)Sa’o Kaka, Sa’o Kaka Pu’u (rumah yang menopang) dan tanpa
sepengetahuan pengguggat sebagai ahli waris Sa’o Lengi Jawa(nama rumah adat)

dimana pada saat itu penggugat masih tinggal dan bertugas di Manggarai.



Masalah tersebut dipicu ketika para tergugat mendiami sa’o (rumah adat)
dalam setiap upacara adat yang dilakukan para penggugat, para tergugat selalu
membuat keonaran dan bertindak seolah-olah sebagai Mori Sa’o ( tuan rumabh).
Masalah tersebut dimulai pada tangggal 14 Juli 1997, tanggal 26 Nopember
2001,tahun 2002, dan pada tanggal 20 Agustus tahun 2005 kedua belah pihak
sepakat melakukan perdamaian, pada tanggal 05 Agustus tahun 2006 Para
tergugat mengingkari perdamaian bersama, tahun 2012, tahun 2013 melakukan
penyelesaian persoalan lewat LPA (Lembaga Pemangku Adat) Kecamatan Golewa
Barat, tetapi para tergugat tidak menerima keputusan dan melakukan banding ke
Pengadilan Negeri Bajawa. Pada tanggal 18 Juni 2014 keputusan Pengadilan
dimenangkan oleh para penggugat. Pada tahun 2017 para tergugat melakukan
banding ke Mahkamah Agung dan dimenangkan oleh Para Penggugat.

Olehkarenaitulahpenulistertarikmelakukanpenelitianmengenaipenyelesaian
sengketatanahwarisaninidenganmengangkatnyakedalamsebuahskripsidenganjudul:
“PerananLembaga PemangkuAdat (LPA)
DalamPenyelesaian Sengketa Warisan TanahDiKelurahan Mangulewa
Kecamatan Golewa Barat Kabupaten Ngada”

1.2 Rumusanmasalah
Berdasarkan hal-hal yang terdapatpadauraiandalam latarbelakangmasalah
sebagaimanatersebutdi atas,makapermasalahanyanghendakditeliti dalam

penulisanskripsiiniadalah:



1.3

1. Bagaimana PerananLembaga PemangkuAdat(LPA)dalamproses penyelesaian

sengketaTanahWarisandiKelurahan Mangulewa KecamatanGolewa Barat?
Faktor-
faktorapasajayangmenyebabkanterjadinyasengketatanah warisan diKelurahan

Mangulewa KecamatanGolewa Barat?

. Siapakah yang memiliki hak atas tanah warisan yang disengketakan di

Kelurahan Mangulewa Kecamatan Golewa Barat?
TujuanPenelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas,maka tujuan penelitian ini adalah sebagai

berikut;

1. UntukmengetahuiPeran Lembaga Pemangku Adat (LPA)dalamproses

penyelesaiansengketatanahwarisan diKelurahanMangulewa Kecamatan Golewa
Barat.

Untukmendeskripsikanfaktor-
faktorapasajayangmenyebabkanterjadinyasengketa tanahwarisan
diKelurahanMangulewa Kecamatan Golewa Barat.

Untuk mengetahui kepemilikan tanah sengketa warisan di Kelurahan

Mangulewa Kecamatan Golewa Barat.



1.4  Manfaat Penelitian
Penelitianini akanmemberikanmanfaatataukontribusi sebagaiberikut:

1. Darisegipragmatis,  penelitianinidiharapkandapat  dijadikansebagaibahan
masukan(input)bagi pemerintahNgadakhususnyabagiKelurahan Mangulewa
Kecamatan Golewa Barat.

2. Dari segiteoritis, dapat memberikan sumbangsih pemikiran baik berupa
pembendaharaan konsep,metodeproposisi,maupun pengembangan teori-teori
dalamkhasanahstudihukumdanmasyarakat

3. Dari segi pribadi, penelitian diharapkan dapat mengetahui hak dan

kepemilikan tanah sesuai adat.
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